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ABSTRAK 

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 

dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni.  Dalam suatu proses untuk 

memujudkan perumahan dan kawasan permukiman  yang layak 

huni, diperlukan  adanya perencanaan melalui lingkungan hunian 

perkotaan, lingkungan hunian perdesaan, tempat pendukung 

kegiatan, permukiman, perumahan, rumah, sarana-prasarana, dan 

Fasilitas Umum yang digunakan untuk menghasilkan dokumen  

Rencana Pembangunan dan Pengembangan  Perumahan (RP3) 

yang sesuai  dengan  pelaksanaan kontruksi pembangunan. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme 

prosedur pembangunan perumahan mulai dari tahapan 

perencanaan hingga tahapan siap huni dan apakah dalam 

pelaksanaanya sudah berjalan dengan baik atau belum, serta 

Kelengkapan dokumen terkait legalitas Perumahan seperti 

(SHM,IMB,dan SHGB) yang merupakan unsur penting dalam 

pembangunan perumahan. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif  dengan pendekatan 

studi pustaka, mengacu pada Undang-Undang secara literatur 

hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara mekanisme prosedur penyelenggaraannya telah diatur 

secara rinci dan terstruktur dengan baik. Namun, dalam 

pelaksanaan penyelenggaraannya belum sepenuhnya dilaksanakan 

dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terlihat jelas 

dari tidak meratanya pembangunan perumahan di seluruh daerah, 

kesenjangan antara regulasi dan penerapan, peran pemerintah 

daerah belum dilaksanakan secara optimal, pendanaan yang belum 

memadai, koordinasi yang kurang efektif, yang berakibat 

banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh, serta 

belum semua masyarakat memiliki akses terhadap perumahan 

layak. 

Kata Kunci: Prosedur, Penyelenggaraan, Perumahan. 
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PENDAHULUAN 

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No $. 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan 

Pe$rmikiman me$nde$finiskan rumah adalah bangunan ge$dung yang be$rfungsi se$bagai te$mpat 

tinggal yang layak huni, sarana pe$mbinaan ke$luarga, ce$rminan harkat dan martabat 

pe$nghuninya, se$rta ase$t bagi pe$miliknya. Se$dangkan dalam Pasal 1 Ayat (2), pe$rumahan ialah 

se$kumpulan rumah se$bagai bagian dari pe$rmukiman, baik pe$rko$taan maupun pe$rde$saan, yang 

dile$ngkapi de$ngan prasarana, sarana, dan fasilitas umum se$bagai hasil upaya pe$me$nuhan rumah 

yang layak huni. 

Ke$butuhan akan rumah se$bagai te$mpat tinggal atau hunian, baik dipe$rko$taan maupun 

pe$rde$saan te$rus me$ningkat se$iring de$ngan be$rtambahnya jumlah pe$nduduk. Pada dasarnya, 

pe$me$nuhan ke$butuhan akan rumah se$bagai te$mpat tinggal atau hunian me$rupakan tanggung 

jawab masyarakat itu se $ndiri. Namun de$mikian pe$me$rintah pusat, pe$me$rintah dae$rah, dan 

pe$rusahaan swasta yang be$rge$rak dalam bidang pe$mbangunan pe$rumahan dido $ro$ng untuk 

dapat me$mbantu masyarakat dalam pe$me$nuhan ke$butuhan akan rumah se$bagai te$mpat tinggal. 

Te$rpe$nuhinya ke$butuhan te$mpat tinggal be$se$rta lingkungan yang baik dan se$hat bagi se$tiap 

manusia me$njadi to $lak ukur jaminan ke$amanan dan ke$se$jahte$raannya. Te$rpe$nuhinya ke$butuhan 

akan rumah akan me$mbe $rikan rasa aman bagi se$tiap o $rang dan pe$rcaya diri atas ke$mampuan 

e$ko$no $minya untuk me$mbina ke$luarga dan me$nyiapkan ge$ne$rasi masa de$pan yang le$bih unggul.1 

Se$iring de$ngan pe $rtumbuhan pe$nduduk yang te$rus me$ningkat, maka hal ini te$ntu saja 

akan be$rdampak pada ke$butuhan rumah yang te$rus me$ningkat. Untuk itu dalam hal 

pe$mbangunannya dipe$rlukan  pe$re$ncanaan me$nge$nai Pe$mbangunan dan Pe$nge$mbangan 

Pe$rumahan se$bagai pe$do $man dalam me$me$nuhi ke$butuhan pe$nye$diaan pe$rumahan be$se$rta 

prasarana, sarana, dan fasilitas umum pe$rumahan se$bagai bagian dari pe$rwujudan pe$manfaatan 

tata ruang wilayah baik di pe$rko$taan maupun di pe$rde$saan. Tidak hanya pe$re$ncanaannya saja 

yang pe$rlu dipe$rhatikan akan te$tapi juga dalam pro $se$dur pe$mbangunannya, pe$rso $alan ini te$ntu 

saja masih me$njadi PR bagi pe$me$rintah baik pusat maupun de$sa. Pe$me$rintah hingga saat ini 

masih saja ke$co $lo $ngan te$rkait pe$rizinan-pe$rizinan te$rkait pe$mbangunan pe$rumahan yang 

se$harusnya tidak bo $le$h dilakukan kare$na te$ntu akan me$rugikan ko$nsume$n.2 

Untuk itu, pe$rlu dilakukannya analisis me$ndalam te$rkait me$kanisme$ pro$se$dur 

pe$mbangunan pe$rumahan yang ada saat ini, te$rmasuk me$nganalisis apakah pro$se$dur yang 

diajalankan te$lah se$suai de$ngan ke$te$ntuan-ke$te$ntuan pe$raturan yang be$rlaku mulai dari tahapan 

pe$re$ncanaan pe$re$ncanaan, pe$mbangunan,pe$manfaatan, se$rta pe$nge$ndalian pe$rumahan. 

 

RUMUSAN MASALAH 

 Be$rdasarkan pe$maparan diatas, kami se$bagai pe$nulis me$ngambil be$be$rapa rumusan 

masalah antara lain yaitu: 

1. Bagaimana me$kanisme$ pro$se$dur pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan me$nurut Undang-Undang 

No $. 1 Tahun 2011? 

2. Apakah dalam  pe$ne $rapannya, me$kanisme$ pro$se$dur pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan  sudah 

te$rlaksana de$ngan baik se$suai de$ngan ke$te$ntuan Undang-Undang No $. 1 Tahun 2011? 

 
1Rina Ayuni, Jaelan Usman, Samsir Rahim, Manajemen Perencanaan Pembangunan Perumahan pada Dinas Perumahan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Journal Unismuh ,2023. 
2 Handayani Hutapea, Ir.Djoko Suwandono, Perencanaan Pembangunan Perumahan Barudan Strategi Pengadaan Tanah bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik, Jurnal Ruang, 2015. 
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METODE PENELITIAN  

Me$to $de$ je$nis pe$ne$litian yang digunakan ialah me$lalui pe$nde$katan Yuridis-No $rmatif, yaitu 

suatu me$to $de$ pe$ne$litian yang be$rtujuan untuk me$ngkaji pe$ne$rapan aturan-aturan hukum yang 

digunakan untuk me$nganalisis apakah ke$te$ntuan pe$raturan-pe$raturan te$rse$but dilaksanakan 

de$ngan baik atau tidak. Pe$ne$litian ini me$nggunakan pe$nde$katan ko$nse$ptual dan Pe$rundang-

Undangan, yang dimana aturan-aturan yang be$rlaku ini te$rkait de$ngan pro$se$dur pe$mbangunan 

pe$rumahan akan dianalisis untuk me$nge$tahui se$jauh mana  e$fe$ktivitas dan pe$ne$rapannya 

te$rlaksanakan. 

Dalam studi pustaka, pe$ne$litian ini akan be$rfo$kus pada be$rbagai Undang-Undang dan 

Pe$raturan Pe$me$rintah se $pe$rti Undang-Undang No $. 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan 

Kawasan Pe$rmukiman dan Pe$raturan Pe$me$rintah No $. 12 Tahun 2021 te$ntang Pe$rubahan atas 

Pe$raturan Pe$me$rintah No $.14 Tahun 2016 Te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Pe$rumahan dan Kawasan 

Pe$rmukiman. Se$lain itu, jurnal-jurnal akade$mik, artike$l hukum, dan lapo $ran dari le$mbaga te$rkait 

juga akan me$njadi bahan untuk me$nganalisis e$fe$ktifitas se$rta pe$ne$rapan te$rkait pro $se$dur 

ke$te$ntuan-ke$te$ntuan pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan. 

 

PEMBAHASAN 

1. Mekanisme prosedur penyelenggaraan perumahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun  

2011  

Me$kanisme$ me$rupakan se$rangkaian pro$se$s atau tata cara yang dibuat se$cara siste$matis 

dan te$rstruktur se$cara rapi yang digunakan dalam pe$nye$le$saian suatu masalah untuk me$capai 

tujuan yang diinginkan.3 Me$nurut Pro$f. Dr. Bambang Riyanto $  ahli me$kanisme$ dari 

Unive$rsitas Indo$ne$sia, me$ngatakan bahwa me$kanisme$ adalah rangkaian langkah atau pro $se$s 

yang dirancang untuk me$ngatasi suatu masalah atau me$ncapai suatu tujuan. Me$kanisme$ 

me$rupakan suatu cara yang siste$matis dan te$re$ncana untuk me$ngo $ntro$l atau me$ngatur suatu 

aktivitas agar dapat be$rjalan e$fe$ktif dan e$fisie$n. Se$dangkan me$nurut Pro $f. Dr. Djo $ko $ Purwanto $ 

se$o $rang akade$misi yang ahli dalam bidang manaje$me$n sumbe$r daya manusia, me$ngatakan 

bahwa me$kanisme$ adalah suatu siste$m pe$ngaturan atau ko$ntro $l yang te$rstruktur dan 

te$ro$rganisir untuk me $ncapai tujuan atau hasil yang diinginkan, didalamnya me$libatkan 

pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, dan e$valuasi be$rbagai ke$giatan atau pro$se$s yang be$rhubungan 

de$ngan tujuan yang ingin dicapai. 

Pe$nge$rtian pro$se$dur itu se$ndiri ialah suatu tahapan ke$giatan untuk me$nye$le$saikan 

suatu aktivitas me$ngguanakan me$to$de$ langkah de$mi langkah se$cara pasti dalam me$me$cahkan 

suatu masalah, Me$lalui  se$rangkaian langkah dan cara yang harus dilakukan dalam suatu 

pe$rmasalahan untuk me$ncapai tujuan yang te$lah dite$ntukan. Se$dangkan dalam Bahasa 

Inggris, me$nggunakan kata  pro$ce$dure$. Adapun tujuan utama dari pe $ne$rapannya adalah untuk 

me$ningkatkan e$fe$ktifitas dan e$fisie$nsi dalam me$njalankan tugas-tugas. 

Se$cara ke$se$luruhan me$kanisme$ pro $se$dur me$rupakan suatu pro$se$s atau langkah-

langkah yang digunakan dalam pe$nye$le$saian masalah me$nggunakan me$to$de$ yang disusun 

se$cara site$matis dan te $rpe$rinci, se$hingga dapat digunakan de$ngan mudah untuk dilakukan 

dalam aktivitas ke$se$harian, se$rta me$kanisme$ pro$se$dur juga dapat digunakan dalam me$ngatasi 

be$rbagai pe$rmasalahan hukum salah satunya me$nge$nai pe$mbangunan pe$rumahan. Dimana 

 
3 Ryan Lesmono, Definisi Mekanisme Menurut Para Ahli: Pengertian dan Konsepnya,  https://redasamudera.id/definisi-

mekanisme-menurut-para ahli/, 2024, diakses pada tanggal 13 mei 2025. 

https://redasamudera.id/definisi-mekanisme-menurut-para%20ahli/
https://redasamudera.id/definisi-mekanisme-menurut-para%20ahli/
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dalam me$kanisme$ pro $se$durnya dijabarkan me$nggunakan suatu me $to$de$ tata cara atau pro$se$s 

de$ngan tahapan-tahapan se$pe$rti pe$re$ncanaan, pe$mbangunan, pe$manfaatan, se$rta 

pe$nge$ndalian pe$rumahan. 

De$mi te$rciptanya pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman yang baik, maka 

dipe$rlukannya asas-asas yang me$jadi prinsip-prinsip dalam pe$nye$le$nggaraannya. Dalam 

Pasal 2 Undang-Undang No$. 1 Tahun 2011 Te$ntang Pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman, 

pe$nye$le$ngaraan Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman di Indo$ne$sia dise$le$nggarakan de$ngan 

be$rasaskan: 

a. Ke$se$jahte$raan. 

b. ke$adilan dan pe$me $rataan. 

c. Ke$nasio $nalan. 

d. ke$e$fisie$nan dan ke $manfaatan. 

e. ke$te$rjangkauan dan ke$mudahan. 

f. ke$mandirian dan ke$be$rsamaan. 

g. Ke$mitraan. 

h. ke$se$rasian dan ke$se$imbangan. 

i. Ke$te$rpaduan. 

j. Ke$se$hatan. 

k. ke$le$starian dan ke$be$rlanjutan. 

l. ke$se$lamatan, ke$amanan, ke$te$rtiban, dan ke$te$raturan. 

Se$lain itu, Pasal 3 juga me$nje$laskan bahwa asas-asas te$rse$but me$miliki tujuan, yang 

dimana tujuan-tujuan te$rse$but antara lain yaitu: 

a. me$mbe$rikan ke$pastian hukum dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan kawasan 

pe$rmukiman. 

b. me$ndukung pe$nataan dan pe$nge$mbangan wilayah se$rta pe$nye$baran pe$nduduk yang 

pro$po $rsio $nal me$lalui pe$rtumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pe$rmukiman se$suai 

de$ngan tata ruang untuk me$wujudkan ke$se$imbangan ke$pe$ntingan, te$rutama bagi MBR. 

c.  me$ningkatkan daya guna dan hasil guna sumbe$r daya alam bagi pe$mbangunan 

pe$rumahan de$ngan te$tap me$mpe$rhatikan ke$le$starian fungsi lingkungan, baik di kawasan 

pe$rko$taan maupun kawasan pe$rde$saan. 

d. me$mbe$rdayakan para pe$mangku ke$pe$ntingan bidang pe$mbangunan pe$rumahan dan 

kawasan pe$rmukiman. 

e. me$nunjang pe$mbangunan di bidang e$ko $no $mi, so $sial, dan budaya. 

f. me$njamin te$rwujudnya rumah yang layak huni dan te$rjangkau dalam lingkungan yang 

se$hat, aman, se$rasi, te$ratur, te$re$ncana, te$rpadu, dan be$rke$lanjutan. 

Pe$nye$le$nggaraan rumah dan pe$rumahan dilaksanakan untuk me$me$nuhi ke$butuhan 

rumah se$bagai salah satu ke$butuhan dasar manusia bagi pe$ningkatan dan pe$me$rataan 

ke$se$jahte$raan rakyat,se$rta bagi ne$gara se$bagai acuan untuk me$nunjang pe$mbangunan 

dibidang e$ko$no $mi,so $sial,dan budaya. Pe$me$rintah  dalam hal ini harus me$njamin hak-hak  

se$tiap warga ne$garanya untuk me$ne$mpati, me$nikmati, dan/atau me$miliki rumah yang layak 

dalam lingkungan yang se$hat, aman, se$rasi, dan te$ratur.  

Dalam hal me$kanisme$ pro$se$dur pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dilakukan de$ngan me$laui 

be$be$rapa tahapan, mulai dari tahapan pe$re$ncanaan, pe$mbangunan, pe$manfaatan, se$rta 

pe$nge$ndalian pe$rumahan. 
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1. Tahapan Perencanaan. 

Untuk me$mbangun suatu pe$rumahan, harus me$mpunyai pe $re$ncanaan te$rle$bih dahulu 

yang me$liputi re$ncana untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dan re$ncana pe$nye$diaan 

kavling tanah untuk pe$rumahan se$bagai bagian dari pe$rumahan. Pe$re$ncanaan dipe$rlukan 

dalam rangka agar tidak te$rjadi ke$salahan pe$runtukan tanahnya antara kave$ling rumah 

de$ngan sarana, prasarana, utilitas umum dan fasilitas so $sial.4 

Undang-Undang No $. 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman 

me$nje$laskan bahwa me$nge$nai Pe$re$ncanaan pe$rumahan dilaksanakan untuk me$me$nuhi 

ke$butuhan rumah  masyarakat  yang me$rupakan pe$rancangan rumah,pe$re$ncanaan prasarana, 

sarana, dan fasilitas umum pe$rumahan. Se$rta dalam cakupannya me$liputi me$ncakup rumah 

se$de$rhana, rumah me $ne$ngah, dan/atau rumah me$wah. De$ngan tujuan untuk me$nciptakan 

rumah yang layak huni, me$ndukung upaya pe$me$nuhan ke$butuhan rumah o $le$h masyarakat 

dan pe$me$rintah, se$rta me$ningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang te$rstruktur. 

Me$nge$nai Re$ncana Pe$mbangunan dan Pe$nge$mbangan Pe$rumahan (Rp3) dituliskan 

dalam do $kume$n re$ncana se$bagai pe$do $man dalam me$me$nuhi ke$butuhan pe$nye$diaan 

pe$rumahan be$se$rta prasarana, sarana, dan fasilitas umum pe$rumahan se$bagai bagian dari 

pe$rwujudan pe$manfaatan tata ruang yang me$ngacu pada RKP. Hasil dari pe$re$ncanaan dan 

pe$rancangan rumah te$rse$but harus me$me$nuhi pe$rsyaratan te$knis se$pe$rti syarat-syarat 

administratif, tata ruang, dan e$ko $lo $gis yang dimana be$rupa dite$rbitkannya izin me$ndirikan 

bangunan. Ke$te$ntuan-ke$te$ntuan te$rse$but ke$mudian diatur de$ngan Pe$raturan Pe$me$rintah 

No $.12 Tahun 2021 te$ntang Pe$rubahan atas Pe$raturan Pe$me$rintah No $mo$r 14 Tahun 2016 

te$ntang Pe$ne$ye$le$nggaran Pe$rumahan dan Pe$rmukiman. 

2. Tahapan Pembangunan. 

Pe$rmintaan pe$rumahan dan pe$rmukiman be$rkaitan de$ngan dinamika ke$pe$ndudukan 

dan rumah tangga yang me$ncakup pe$rtumbuhan, pe$rse$baran, mo $bilitas pe$nduduk dan 

pe$rke$mbangan rumah tangga. Aspe$k ke$pe$ndudukan me$mang me$njadi dasar pe$rumusan 

se$gala ke$bijakan pe$mbangunan dan juga me$njadi o $bje$k pe$mbangunan.5 

Pe$mbagunan pe$rumahan me$rupakan suatu pro $se$s te$re$ncana dan te$rstruktur untuk 

me$wujudkan kumpulan rumah se$bagai bagian dari pe$rmukiman, baik di pe$rko$taan maupun 

di pe$rde$saan, dan dile $ngkapi de$ngan prasarana, sarana, dan fasilitas umum se$bagai upaya 

pe$me$nuhan ke$butuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Se$iring de$ngan 

pe$rtambahannya jumlah pe$nduduk, maka te$ntu saja hal ini be$rdampak pada pe$ningkatan 

pe$mbangunan khususnya pada pe$rumahan, se$hingga pe$me$rintah be$rtanggung jawab 

te$rhadap ke$amanan, ke$nyamanan, se$rta ke$pastian hukum te$rhadap rumah dan pe$rumahan 

yang dite$mpati o $le$h masyarakat.6  

Pe$mbangunan rumah wajib dike$mbangkan be$rdasarkan tipo$lo $gi, e$ko$lo$gi, budaya, 

dinamika e$ko $no$mi pada tiap dae$rah, se$rta me$mpe$rtimbangkan fakto$r ke$se$lamatan dan 

ke$amanan, yang dimana pe$mbangunan rumah dan pe$rumahan harus dilakukan se$suai 

de$ngan re$ncana tata ruang wilayah dae$rah Kabupate$n/ko$ta. Dalam tahapan pe$mbangunan 

pe$rumahan baik pe$me$rintah maupun swasta harus me$le$ngkapi do$kume$n-do $kume$n 

 
4 Rizaldi Adiwira Mardi Putra, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman, Student Journal Unibersitas Brawijaya, 2016. 
5 Eka Topan Putra, Analisis Sistem Prosedur Pelaksanaan Pembangunan Perumahan di Kota Palangka Raya, Jurnal Teknologi 

Berkelanjutan, 2017, hlm 39. 
6 Vicky .H. Makarau, Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan dan Pendekatan Kebijakan, Jurnal Sabua, 2012, hlm 53. 
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administrasi te$rkait izin pe$mbangunan rumah se$pe$rti, IMB, SHM, dan SHGB untuk ke$je$lasan 

status pada ke$pe$milikan rumah te$rse$but se$hingga tidak me$nimbulkan pe$rmasalahan se$ngke$ta 

te$rhadap rumah te$rse$but. 

Dalam Pe$raturan Pe$me$rintah No$.12 Tahun 2021 Ke$le$ngkapan do $kume$n-do $kume$n  

pe$mbangunan pe$rumahan yang dimaksud ialah antara lain se$bagai be$rikut: 

a. Pe$rizinan Be$rusaha be$rupa le$galitas yang dibe$rikan ke$pada pe$laku usaha untuk 

me$mulai dan me$njalankan usaha dan/atau ke$giatannya. 

b. Pe$rse$tujuan Bangunan Ge$dung (PBG) adalah pe$rizinan yang dibe$rikan ke$pada pe$milik 

bangunan ge$dung untuk me$mbangun baru, me$ngubah, me$mpe$rluas, me$ngurangi, 

dan/atau me$rawat bangunan ge$dung se$suai de$ngan standar te$knis bangunan ge$dung. 

c. Se$rtifikat Hak Milik (SHM) adalah do $kume$n re$smi yang me$nyatakan se$se$o $rang atau 

badan hukum se$bagai pe$milik sah atas tanah atau bangunan yang te$rcatat atas 

namanya. 

d. Izin Me$ndirikan Bangunan (IMB) adalah be$ntuk pe$rizinan ke$pada pe$milik bangunan 

untuk me$ndirikan, me$ngubah atau me$re$no $vasi, me$mpe$rbaiki atau me$nambah suatu 

bangunan.  

e. Pe$rse$tujuan Re $ncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah pe$rse$tujuan untuk 

me$mastikan bahwa pe$mbangunan pe$rumahan se$suai de$ngan re$ncana tata ruang 

wilayah yang te$lah dite$tapkan o$le$h pe$me$rintah dae$rah kabupate$n/ko $ta. 

f. Re$ncana Umum Tata Bangunan (RUTB) adalah pe$ngaturan me$nge$nai tata bangunan 

se$cara umum, te$rmasuk tinggi bangunan, jarak bangunan, jarak antar bangunan, dan 

pe$nggunaan lahan. 

g. Re$ncana Tata Le$tak Bangunan (RTLB) adalah pe$ngaturan yang me$ngatur tata le$tak 

bangunan di dalam pe$rumahan, te$rmasuk jarak antar bangunan de$ngan jalan, se$rta 

pe$nataan ruang te$rbuka hijau. 

3. Tahapan Pemanfaatan dan Penghunian. 

Pe$manfaatan pe $rumahan me$rupakan suatu pro$se$s untu me$nggunakan pe$rumahan dan 

kawasan pe$rmukiman masyarakat se$suai de$ngan re$ncana pe$mbangunan pe$rumahan (RP3) 

yang te$lah dite$tapkan. Pada tahapan ini me$ncakup ke$giatan pe$me$liharaan,pe$rawatan,dan 

pe$me$riksaan se$cara be$rkala agar pe$rumahan dan lingkungan pe$rmukiman te$tap te$rjaga 

kualitasnya. Pe$manfaatan pe$rumahan digunakan se$bagai hunian,hal ini te$rdapat dalam 

ke$te$ntuan Undang-Undang No $. 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman 

yang me$nyatakan bahwa pe$rumahan dimanfaatkan se$bagai  rumah hunian itu se$ndiri, 

pe$manfaatan sarana dan prasarana pe$rumahan te$rse$but.7  

Pe$manfaatan rumah dapat digunakan se$bagai ke$giatan usaha se$cara te$rbatas tanpa 

me$mbahayakan dan tidak me$ngganggu fungsi hunian. Dalam pe$manfaatan pe$rumahan se$lain 

se$bagai fungsi hunian harus dipastikan te$rpe$liharanya pe$rumahan dan lingkungan hunian 

agar te$tap se$hat,aman,se$rasi,dan te$ratur. Ke$mudian, te$rkait pe$nge$ndalian pe$manfaatan 

dilakukan de$ngan me$laui pe$rizinan,pe$ne$rbitan se$rtifikat hak fungsi, pe$ne$rtiban, dan pe$nataan 

untuk me$njamin ke$se$suaian pe$manfaatan de$ngan fungsi hunian. 

Pe$nghunian me $rupakan pe$makaian dan pe$nggunaan rumah se$suai de$ngan fungsi 

utamanya se$bagai te$mpat hunian dan pe$mbinaan ke$luarga, se$rta tidak digunakan untuk 

 
7 Tangguh Wicaksono, Prof. Dr. FX Sugianto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Perumahan 

Untuk Tujuan Komersia ldi Kawasan Tlogosari Kulon, Semarang, eprints.undip, hlm 3. 
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ke$pe$rluan lain se$lain se$bagai te$mpat tinggal yang me$ncakup aktivitas se$pe$rti 

me$ne$mpati,me$nikmati, dan me$miliki rumah yang layak dalam lingkungan yang se$hat, aman, 

se$rasi, dan te$ratur. Salah satu syarat se$buah rumah yang layak ialah status ke$pe$milikannya 

(te$nure$). Jika status ke $pe$milikannya je$las se$cara hukum maka pe $nghuninya akan nyaman 

untuk tinggal tanpa khawatir rumahnya akan digusur/diklaim pihak lain. Pe$nghunian 

pe$rumahan juga me$miliki be$ntuk dan status pe$nggunaan rumah yaitu antara se$bagai be$rikut:8 

a. Pe$nghunian rumah o $le$h ke$pe$milikan pribadi, yaitu se$o $rang individu atau ke$lo $mpo $k 

yang me$ne$mpati suatu rumah te$rse$but se$bagai te$mpat tinggal pribadi yang utama. 

b. Pe$rumahan instansi, yaitu rumah yang dise$diakan o $le$h instansi pe$me$rintah atau 

pe$rusahaan untuk pe$gawai atau pe$jabat se$bagai te$mpat tinggal se$lama me$njalankan 

tugasnya. 

c. Pe$nghunian de $ngan cara me$numpang,yaitu dimana se$se$o $rang tinggal di rumah milik 

o $rang lain tanpa status ke$pe$milikan. 

d. Pe$nghunian se$me$ntara, yaitu pe$nggunaan rumah dalam jangka waktu te$batas. 

e. Pe$nghunian be$rdasarkan pe$rjanjian se$wa-me$nye$wa yang diatur se$cara te$rtulis, 

dimana pe$nghuni me$miliki hak tinggal se$lama masa se$wa be$rlaku se$suai de$ngan 

pe$rjanjian yang te$lah dise$pakati be$rsama. 

4. Tahapan Pengendalian. 

Pe$nge$ndalian pe$rumahan me$rupakan suatu pro$se$s untuk me$wujudkan te$rtib 

pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman yang dilaksanakan pada tiga 

tahapan utama yaitu dimulai dari pe$re$ncanaan,pe$mbangunan,dan pe$manfaatan pe$rumahan 

se$rta kawasan pe$rmukiman. 

Pe$nge$ndalian dilakukan o$le$h pe$me$rintah baik pe$me$rintah dae$rah kabupate$n/ko$ta 

me$lalui pe$rizinan, pe $ne$rtiban, dan pe$nataan se$rta pe$ngawasan agar pe$nye$le$nggaraan 

pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman be$rjalan se$suai de$ngan Re$ncana Pe$mbangunan 

Pe$rumahan Pe$rmukiman (RP3) dan pe$raturan-pe$raturan yang be$rlaku, se$hingga te$rciptanya 

lingkungan pe$rmukiman yang te$rtib, aman, dan nyaman. De$finisi ini diatur didalam 

Pe$raturan Pe$me$rintah No $.12 Tahun 2021 Te$ntang Pe$rubahan atas Pe $raturan Pe$mrintah No$. 14 

Tahun 2016 te$ntang Pe $nye$le$nggaraan Pe$rumahan dan Kawasan Pe $rmukiman. Pe$nge$ndalian 

pe$rumahan me$liputi antara lain yaitu: 

a. Pe$re$ncanaan, yang dimana pe$nge$ndalian dilakukan me$lalui pe$mbe$rian izin yang 

dilakukan se$cara ke$tat agar  e$fe$ktif, e$fisie$n, dan pe$ne$rtiban yang dilakukan untuk 

me$njamin ke$se $suaian pe$re$ncanaan pe$rumahan de$ngan re$ncana tata ruang wilayah 

dan ke$te$ntuan Pe$raturan Pe$rundang-Undangan. Ke$mudian, pe$nataan pe$re$ncanaan 

yang se$suai de $ngan tata bangunan dan lingkungan yang te$rstruktur se$cara rapi dan 

siste$matis tanpa me$rusak lingkungan. 

b. Pe$mbangunan, yang dimana pe$nge$ndalian dilakukan de$ngan me$mastikan 

pe$mbangunan se$suai de$ngan pe$rizinan, re$ncana tata ruang wilayah, izin me$ndirikan 

bangunan (IMB). Se$cara te$knisi lainnya agar me$nghasilkan pe$rumahan yang layak 

 
8 Willy Irawan, Darajat Mulyanto, Ratna Kurnia Dewi, Alis Listalatu, Anna Farahdiba, Dendra Falah, Rebecca, Oswar Mungkasa, 

Buku Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, Direktorat Permukiman dan Perumahan Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta, 2008, hlm 19. 
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huni, se$hat, aman, se$rasi, dan te$ratur. Pe$ne$rtiban dan pe$nataan juga pe$rlu dilakukan 

untuk me$nce$gah pe$nurunan kualitas pe$rumahan. 

c. Pe$manfaatan pe$rumahan, pe$nge$ndalian pada tahapan ini be $rupa pe$ne$rbitan se$rtifikat 

layak fungsi, pe$ne$rtiban dan pe$nataan untuk me$njamin ke$se$suaian pe$manfaatan 

pe$rumahan de $ngan fungsi hunian se$rta ke$te$ntuan-ke$te$ntuan Pe$raturan Pe$rundang-

Undangan yang be$rlaku. 

Se$lain itu juga te$rdapat sanksi-sanksi yang be$rlaku apabila ke$te$ntuan-ke$te$ntuan 

pe$raturan te$rse$but dilanggar, yang me$ngakibatkan pada ke$rugian ko $nsume$n Se$rta sanksi ini 

dibe$rlakukan agar te$rciptanya jaminan ke$pastian hukum dan se$bagai be$ntuk ke$adilan untuk 

ke$se$jahte$raan masyarakat. Sanksi-sanksi te$rse$but me$liputi: 

a. Pe$ringatan te$rtulis. 

b. Pe$nghe$ntian se $me$ntara pe$mbangunan. 

c. Pe$cabutan izin. 

d. Tindakan hukum. 

 

2. Penerapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 

Tahun 2011  

Pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman adalah ke$giatan pe$re$ncanaan, 

pe$mbangunan, pe$manfaatan, dan pe$nge$ndalian, te$rmasuk di dalamnya pe$nge$mbangan 

ke$le$mbagaan, pe$ndanaan dan siste$m pe$mbiayaan, se$rta pe$ran masyarakat yang te$rko$o $rdinasi 

dan te$rpadu, yang mana ini te$rdapat dalam ke$te$ntuan Undang-Undang No $. 1 Tahun 2011 

te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman. 

Tidak hanya Undang-Undang No$. 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan 

Pe$rmukiman, pe$me$rintah juga me$nge$luarkan Pe$raturan Me$nte$ri Pe$ke$rjaan Umum Dan 

Pe$rumahan Rakyat Re $publik Indo $ne$sia No $mo $r 12 Tahun 2020 Te$ntang Pe$ran Masyarakat 

Dalam Pe$nye$le$nggaraan Pe$rumahan Dan Kawasan Pe$rmukiman. De$ngan tujuan  

pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan ini antara lain :9 

a. Me$mbe$rikan ke$pastian hukum dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan kawasan 

pe$rmukiman. 

b. Me$ndukung pe$nataan dan pe$nge$mbangan wilayah se$rta pe$nye$baran pe$nduduk yang 

pro$po $rsio $nal me$lalui pe$rtumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pe$rmukiman se$suai 

de$ngan tata ruang untuk me$wujudkan ke$se$imbangan ke$pe$ntingan, te$rutama bagi MBR. 

c. Me$ningkatkan daya guna dan hasil guna sumbe$r daya alam bagi pe$mbangunan 

pe$rumahan de$ngan te$tap me$mpe$rhatikan ke$le$starian fungsi lingkungan, baik di kawasan 

pe$rko$taan maupun kawasan pe$rde$saan. 

d. Me$mbe$rdayakan para pe$mangku ke$pe$ntingan bidang pe$mbangunan pe$rumahan dan 

kawasan pe$rmukiman. 

e. Me$nunjang pe$mbangunan di bidang e$ko $no $mi, so $sial, dan budaya. 

f. Me$njamin te$rwujudnya rumah yang layak huni dan te$rjangkau dalam lingkungan yang 

se$hat, aman, se$rasi, te$ratur, te$re$ncana, te$rpadu, dan be$rke$lanjutan. 

 

 
9 Yuli Heriyanti, Nurjalal, M.Rusydi, Nirma Leni, Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Terhadap  

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut  Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan  

Kawasan Permukiman, Universitas pahlawan, 2021, hlm 10-12. 
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Pe$rumahan me $njadi pe$nting dalam ke$hidupan warga ne $gara. Rumah me$rupakan 

ke$butuhan po $ko$k/prime$r manusia yang harus te$rpe$nuhi dan harus ada. Me$nurut badan Pusat 

Statistik jumlah pe$nduduk di Indo$ne$sia saat ini be$rjumlah 284,4 juta jiwa dan jumlah 

pe$nduduk ini dipe$rkiraan akan te$rus be$rtambah,de$ngan jumlah pe$nduduk yang banyak ini  

te$ntu saja se$muanya me$mbutuhkan pe$rumahan yang bisa me $njamin ke$be$rlangsungan 

ke$hidupan me$re$ka  untuk masa yang akan datang. Se$suai de$ngan pe$rtimbangan 

dibe$rlakukannya  Undang-Undang No $.1 Tahun 2011 Te$ntang pe$rumahan dan Kawasan 

Pe$rmukiman adalah :10 

a. Bahwa se$tiap o $rang be$rhak hidup se$jahte$ra lahir dan batin, be$rte$mpat tinggal, dan 

me$ndapatkan lingkungan hidup yang baik dan se$hat, yang me$rupakan ke$butuhan dasar 

manusia, dan yang me$mpunyai pe$ran yang sangat strate$gis dalam pe$mbe$ntukan watak 

se$rta ke$pribadian bangsa se$bagai salah satu upaya me$mbangun manusia Indo $ne$sia 

se$utuhnya, be$rjati diri, mandiri, dan pro $duktif. 

b.  Bahwa ne$gara be$rtanggung jawab me$lindungi se$ge$nap bangsa Indo$ne$sia me$lalui 

pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman agar masyarakat mampu 

be$rte$mpat tinggal se$rta me$nghuni rumah yang layak dan te$rjangkau di dalam pe$rumahan 

yang se$hat, aman, harmo $nis, dan be$rke$lanjutan di se$luruh wilayah Indo $ne$sia. 

c. Bahwa pe$me$rintah pe$rlu le$bih be$rpe$ran dalam me$nye$diakan dan me$mbe$rikan 

ke$mudahan dan bantuan pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman bagi masyarakat me$lalui 

pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman yang be$rbasis kawasan se$rta 

ke$swadayaan masyarakat se$hingga me$rupakan satu ke$satuan fungsio $nal dalam wujud 

tata ruang fisik, ke$hidupan e$ko $no$mi, dan so $sial budaya yang mampu me$njamin 

ke$le$starian lingkungan hidup se$jalan de$ngan se$mangat de$mo $krasi, o $to$no $mi dae$rah, dan 

ke$te$rbukaan dalam tatanan ke$hidupan be$rmasyarakat, be$rbangsa, dan be$rne$gara. 

d. Bahwa pe$rtumbuhan dan pe$mbangunan wilayah yang kurang me$mpe$rhatikan 

ke$se$imbangan bagi ke$pe$ntingan masyarakat be$rpe$nghasilan re$ndah me$ngakibatkan 

ke$sulitan masyarakat untuk me$mpe$ro $le$h rumah yang layak dan te$rjangkau. 

Undang-Undang No $ . 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman 

te$lah me$nje$laskan ke$te $ntuan-ke$te$ntuan te$rhadap pe$nye$le$nggaraan pe$mbangunan pe$rumahan 

dan kawasan pe$rmukiman se$cara te$rpe$rinci, tidak hanya itu pe$nye$le$nggaran pe$rumahan dan 

pe$rmukiman juga diatur dalam ke$te$ntuan Pe$raturan Pe$me$rintah No $. 12 Tahun 2021 Te$ntang 

Pe$rubahan atas ke$te$ntuan Pe$raturan Pe$me$rintah No$. 14 Tahun 2016 Te$ntang Pe$nye$le$nggaraan 

pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman. De$ngan harapan pe$nye$le$nggaraan ini digunakan 

de$ngan baik, se$hingga dalam pe$laksanaan pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan pe$rmukiman 

dilaksanakan se$suai de $ngan re$ncana yang dibuat be$rdasarkan pe$rtimbangan tata ke$lo$la ruang 

wilayah tanpa me$rusak lingkungan,se$rta te$rbe$ntuknya kawasan hunian yang aman,dan 

nyaman.11 

Namun, ke$nyataannya dalam pe$laksanaan pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan be$rdasarkan 

Undang-Undang No $mo $r 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman be$lum 

se$pe$nuhnya dilaksanakan de$ngan baik di be$rbagai dae$rah di Indo$ne$sia. Be$be$rapa pe$ne$litian 

lapangan me$nunjukkan bahwa pe$ne$rapan Undang-Undang ini masih me$nghadapi be$rbagai 

 
10 Ibid hlm 13 
11 Maska Hendra Suwarja, Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota 

Medan di Kecamatan Medan Marelan, Jurnal Publik Reform, 2019, hlm 52. 
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ke$ndala, te$rutama te$rkait pe$ran dan kapasitas pe$me$rintah dae$rah, ko $mitme$n, pe$ndanaan, 

se$rta ko$o$rdinasi antar instansi. 

Dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan be$rdasarkan Undang-Undang No $. 1 Tahun 2011 

be$lum se$pe$nuhnya dilaksanakan de$ngan baik dapat dilihat dari pe$ne$rapan-pe$ne$rapan 

Undang-Undang itu se $ndiri antara yaitu: 

1. Tidak Me$ratanya pe$mbangunan pe$rumahan di Se$luruh Dae$rah, me$mbuktikan bahwa 

pe$ne$rapan Undang-Undang ini be$lum se$ragam di se$luruh Indo $ne$sia. Ada dae$rah yang 

te$lah me$nunjukkan ke$majuan signifikan dalam pe$nye$diaan pe $rumahan layak huni dan 

pe$nataan kawasan pe$rmukiman, te$tapi ada juga dae$rah yang masih te$rtinggal jauh 

dibawahnya. 

2. Ke$se$njangan antara re$gulasi dan imple$me$ntasi, Se$cara no $rmatif Undang-Undang No $. 1 

Tahun 2011 te$lah me$mbe$rikan landasan hukum yang kuat untuk pe$nye$le$nggaraan 

pe$rumahan yang te$re$ncana dan be$rke$lanjutan. Namun, dalam praktiknya, re$gulasi ini 

be$lum se$pe$nuhnya dite$rapkan se$cara e$fe$ktif di lapangan. Hal ini dise$babkan o $le$h be$rbagai 

fakto$r, se$pe$rti ke$te$rbatasan sumbe$r daya, ko$o $rdinasi yang kurang baik, dan kurangnya 

pe$mahaman te$ntang Undang-Undang ini di tingkat dae$rah. 

3. Pe$ran pe$me$rintah dae$rah be$lum o $ptimal, Undang-Undang ini me$mbe$rikan pe$ran yang 

be$sar ke$pada pe$me$rintah dae$rah dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan. Namun, banyak 

pe$me$rintah dae$rah yang be$lum me$miliki kapasitas dan ko $mitme$n yang cukup untuk 

me$laksanakan tugas dan tanggung jawab te$rse$but. Hal ini dapat dise$babkan o $le$h 

ke$te$rbatasan anggaran, kurangnya te$naga ahli, atau kurangnya prio $ritas te$rhadap se$kto$r 

pe$rumahan. 

4. Pe$ndanaan yang be$lum me$madai, pe$nye$diaan pe$rumahan layak huni me$mbutuhkan 

inve$stasi yang be$sar. Namun, alo $kasi anggaran untuk se$kto$r pe$rumahan masih be$lum 

me$madai, te$rutama di tingkat dae$rah. Akibatnya, banyak pro $gram pe$rumahan yang tidak 

dapat dilaksanakan se$cara o$ptimal. 

5. Ko$o $rdinasi yang kurang e$fe$ktif, pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan me$libatkan be$rbagai pihak, 

te$rmasuk pe$me$rintah pusat, pe$me$rintah dae$rah, pe$nge$mbang, le$mbaga ke$uangan, dan 

masyarakat. Ko$o$rdinasi yang e$fe$ktif antara pihak-pihak ini sangat pe$nting untuk 

me$mastikan ke$be$rhasilan pro $gram pe$rumahan. Namun, dalam praktiknya, ko$o$rdinasi ini 

se$ringkali kurang e$fe$ktif, se$hingga me$nghambat pe$laksanaan pro $gram pe$rumahan. 

6. Masih banyak rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh, salah satu tujuan utama 

Undang-Undang No $. 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman adalah 

untuk me$ningkatkan kualitas pe$rumahan dan me$ngurangi jumlah rumah tidak layak huni 

se$rta kawasan kumuh. Namun, hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang tinggal di 

rumah tidak layak huni dan kawasan pe$rmukiman kumuh. Hal ini me$nunjukkan bahwa 

Undang-Undang ini be$lum se$pe$nuhnya be$rhasil me$ngatasi masalah te$rse$but. 

7. Be$lum se$mua masyarakat me$miliki akse$s te$rhadap pe$rumahan layak, Undang-Undang 

No $. 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman me$njamin hak se$tiap 

warga ne$gara untuk me$ndapatkan pe$rumahan yang layak. Namun, dalam praktiknya, 

masih banyak masyarakat, te$rutama masyarakat be$rpe$nghasilan re$ndah, yang ke$sulitan 

untuk me$ngakse$s pe$rumahan layak. Hal ini dise$babkan o $le$h harga rumah yang mahal, 

pe$rsyaratan kre$dit yang ke$tat, dan kurangnya pro$gram pe$rumahan yang te$rjangkau. 
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De$ngan kata lain, Undang-Undang No$. 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan 

Pe$rmukiman te$lah me$mbe$rikan arah yang be$nar untuk pe$nye$le $nggaraan pe$rumahan di 

Indo $ne$sia se$suai de$ngan pe$rncanaan yang te$lah dirancang se$cara te$rstruktur. Namun, untuk 

me$ncapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang ini, dipe$rlukan upaya yang le$bih ke$ras 

dan te$rko$o$rdinasi dari se$mua pihak te$rkait, te$rutama pe$me$rintah pusat dan dae$rah. 

 

KESIMPULAN 

Me$kanisme$ pro $se$dur me$rupakan suatu pro $se$s atau langkah-langkah yang digunakan 

dalam pe$nye$le$saian masalah me$nggunakan me$to$de$ yang disusun se$cara site$matis dan te$rpe$rinci, 

yang dimana dalam Pe$nye$le$nggaraan rumah dan pe$rumahan dilaksanakan untuk me$me$nuhi 

ke$butuhan rumah se$bagai salah satu ke$butuhan dasar manusia bagi pe$ningkatan dan 

pe$me$rataan ke$se$jahte$raan rakyat, se$rta bagi ne$gara se$bagai acuan untuk me$nunjang 

pe$mbangunan dibidang e$ko$no $mi, so $sial, dan budaya. Me$kanisme$ pro $se$dur pe$nye$le$nggaraan 

pe$rumahan te$rbagi me$njadi 4 tahapan yaitu : 

1. Tahapan pe$rtama yaitu pe$re$ncanaan, de$ngan me$mpe$rhatikan tata ruang wilayah dae$rah 

kabupate$n/ko$ta se$rta tanpa me$rusak lingkungan dan hasil dari pe$re$ncanaan dan 

pe$rancangannya harus me$me$nuhi pe$rsyaratan te$knis se$pe$rti syarat-syarat administratif, 

tata ruang, dan e$ko$lo $gis yang dimana be$rupa dite$rbitkannya izin me$ndirikan bangunan.  

2. Tahapan ke$dua yaitu pe$mbangunan, de$ngan me$le$ngkapi do$kume$n-do $kme$n administrasi 

te$rkait izin pe$mbangunan rumah se$pe$rti, IMB, SHM, dan SHGB untuk ke$je$lasan status 

pada ke$pe$milikan rumah te$rse$but se$hingga tidak me$nimbulkan pe$rmasalahan se$ngke$ta 

te$rhadap rumah te$rse$but. 

3. Tahapan ke$tiga yaitu pe$manfaatan dan pe$nghunian, dimana pe$manfaatan me$ncakup 

ke$giatan pe$me$liharaan, pe$rawatan, dan pe$me$riksaan se$cara be$rkala agar pe$rumahan dan 

lingkungan pe$rmukiman te$tap te$rjaga kualitasnya. Se$dangkan pe$nghunian pe$rlu 

me$mpe$rhatikan me$nge$nai status ke$pe$milikannya te$rhadap rumah te$rse$but. 

4. Tahapan yang te$rakhir yaitu tahapan Pe$nge$ndalian pe$rumahan, dimana pada pro$se$s 

untuk me$wujudkan te$rtib pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan kawasan pe$rmukiman  yang 

baik dilaksanakan pada tiga tahapan utama yaitu dimulai dari pe$re$ncanaan, 

pe$mbangunan, dan pe$manfaatan pe$rumahan se$rta kawasan pe $rmukiman. 

Ke$mudian, dalam pe$laksanaan pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan be$rdasarkan Undang-

Undang No $mo $r 1 Tahun 2011 te$ntang Pe$rumahan dan Kawasan Pe$rmukiman be$lum se$pe$nuhnya 

dilaksanakan de$ngan baik di be$rbagai dae$rah di Indo $ne$sia. Hal ini te$rlihat je$las dari tidak 

me$ratanya pe$mbangunan pe$rumahan di se$luruh dae$rah, ke$se$njangan antara re$gulasi dan 

pe$ne$rapan, pe$ran pe$me$rintah dae$rah be$lum dilaksanakan se$cara o$ptimal, pe$ndanaan yang 

be$lum me$madai, ko $o$rdinasi yang kurang e$fe$ktif,  yang be$rakibat banyaknya rumah tidak Layak 

huni dan kawasan kumuh, se$rta be$lum se$mua masyarakat me$miliki akse$s te$rhadap pe$rumahan 

layak. 

 

SARAN 

Untuk me$ningkatkan pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan pe$rmukiman,pe$me$rintah dae$rah 

kabupate$n/ko$ta  harus le$bih me$mpe$rhatikan lagi  te$rkait me$kanisme$ pro$se$dur yang dilaksanakan  

dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan pe$rmukiman se$rta pe$ngawasan dan e$valuasi te$rkait 

apakah pro$se$dur pe$nye$le$nggarakan digunakan be$rdasaran ke$te$ntuan Pe$raturan Pe$rundang-
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Undangan atau tidak, se$rta se$jauh mana e$fe$ktif dan e$fisie$nnya ke$te$ntuan-ke$te$ntuan te$rse$but bagi 

pe$nye$le$nggaraan pe$rumahan dan pe$rmukiman yang mampu me$me$nuhi ke$butuhan masyarakat 

akan hunian yang layak se$rta be$rke$lanjutan me$lalui cara-cara se$bagai be$rikut : 

1. Pe$ningkatan ko$o $rdinasi antar le$mbaga. 

2. Pe$nye$de$rhanaan dan digitalisasi pro $se$dur pe$rizinan. 

3. O $ptimalisasi pe$ran pe$me$rintah Dae$rah kabupate$n/ko$ta. 

4. Pe$mbe$rdayaan masnyarakat dan transparansi info $rmasi. 

5. Pe$nguatan pe$ngawasan dan e$valuasi. 

6. Akse$s pe$mbiayaan yang le$bih luas. 

7. Pe$ne$rapan prinsip be$rke$lanjutan. 

8. Pe$nyusunan database$ pe$rumahan nasio $nal. 
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